
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
yang Ber$ih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 1999 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome< 3874; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahon 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsl Jawa 
Barat (Betita Negara Tahun 1950): 

a. bahwa berdasarkan Undang·Undang Nomor 28 Tanon 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beo3S dari 
Korupsi, Kolus, dan Nepotisme, bahwa setiap Penyetenggara 
Negara harus metaporkan dan mer.:··11umkan harta kel<ayaan 
dan bersedia d, lakukan pemeriksaan terhadap kekayaanya; 

b. banwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara 
yang tersih dan bebas Korupsi. Kciusi dan Nepotisme diper1ukan 
kornnmsn bagi Penyelenggara Negara paca Pemerintan 
Kabupaten untuk melaporl<an kekayaanya;. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
data.n huruf a dan huruf b. petlu menetapkan Peraturan Bupati 
ter.tang taporsn Hatta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
Lingkungan Pemerintah KabuDaten Bekasi. 

BUPATI BEKASI, 

LAPORAN HART A KEKAY AAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

NO MOR 4 t ~i..""'.lhl 2c15 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

l 

Mengingat 

- 

Menimbang 



8. lnstruks, Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D:siplin 
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republ,k Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub:i.~ 
Indonesia Nomor 4737): 

6 Peraturar, Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 ten!ang Pembagian 
lJrusan PemEcrintahan antara Pemerinlah. Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerin!ahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran 
'Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737): - 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1-emerintah 
Daerah (t.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah 
pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 temang 
PerJbahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PemP.rir.tahan Daerah (Lembaran Negara Repub~1c Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Le<r.baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589). 

4. Un,1ang-Undang Nomor 30 Tallun 2002 tP.ntan9 Pembe<antasan 
Tincak P1dana Korupsi (Lembaran Negara Republil< lr.donesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesi~ Nomor 4250): 

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 teotar,g Pemberantasan 
T,ndak P1dana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran N<egara Repubbk 
Indonesia Nomor 3874) sebaga,mana telah diubah dengan 
Undang·Undang Namer 20 Tahun 2001 tentang ?erubahan Aras 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

tindak Pidana Kcrupsi (Lembaran "'Jara 2001 Nomor 134, 
Tambahan tembaran Negara Repubfik J.ndonesia Nomor 4150, 



Oalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan · 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekase. 

2. Pemerintah Oaeran adalah 8q,a11 dan Perangkat Oaerah l2innya seba3ai 
penyelenggara pemerintal\an Daernr Kabupaten Bekasi. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

fERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG LAPCRAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMCITUSKAN 

Ecaran Kor.1is, Pemberantasan Korupsi Republik ,ooonesia 

Nomor B-4354112105/2015 tentang Tahapan dan Kese;,akatan 
entsra Pernenntah Kabupaten Bekas, dengan Oirek!orat dan 
Perneriksaan LHKPN KPK dalam rangka Peningkatan Kepatuhan 
LHKPN di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Memperhatikan 

10. Peraturan Daer.Jh Kabupaten Bekasi Non,or 8 Tahun 2014 
tentang Orgamsas, Perangkat Oaerah (Le1'lbarar. ::>aerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nome ~). 

Kepurusan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KP.p/120/M.PAN/412000 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Kepi941M.PANIS'2005 tentang Koordinasi, Monftoring dan 
Evaiuas1 Pelaksanaan lnstru'ksi Presiden Nomor 5 Tat\un 2004 
tentang Percepa-a11 Pemberantasan KONpsi; 

Pefaksan.aan lnsttuksi 
rentnng P<!rcepatan 

telah d'rubah <iengan 

Koo:d1nasi Monitoring dan Evatuasi 
Pre,iden Not>1or 5 Tahun 2004 

Pemberantasan Korupsi. sebaqairnana 

9. Kep-utusan r/em.en Neg.ara Pemberdayaan Aparatur Negarc1 

Nomor Kepi941M PANIS/2005 tentang Peooman Umum 



3 Bupat1 adaJah Bupab Bel<as, 

~ Sekretans Daeran adalah Se!<retaris Daerah Kabupaten Bekasi. 
5 Sadan Kepegawa,an yang Selaojutnya adalah Sadan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Bekasi. 
6 lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Bekasi. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalan Satuan Kerja 
Pe,angkat Daerah di Lingkungan Pemenntah Kabupaten 8ekas1. 

s Penyelenggara Nega,a adalah Pejabat Negara di ur.g<ungan Pemerintah 

Kabupaten Bekasi yang mcnjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudiK:ltif dan 
Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berl<aitan de;>gan penyelenggara 
negara sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan. 

9 Komisi Pemberantasan Korupsi yang se!anjutnya disebut KPK ada!ah Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korups, sebagaimana dimaksud dalan: Undang· 

Uodang Nomor 30 Tahun 2002 tentan1i Komisi Pemberantasan Tindak Pi<iana 
Korupsi. 

10. Laporan harta kekayaan penyel~nggara Negara yang seianju1nya drsebut LHKPN. 
adalah daftar seturun harta kekayaan penyelenggara negara yang d~uangkan 
dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. 

11. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah Harta Benda yang dimiliki oleh 
Penyelengga1a Negara beserta istli dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik 
berupa nana bergerak. harta tidak bergerak. maupun hak-hak lainya. yang dapat 
dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum. setama dan setelah msr.,angku 
jabatannya. 

12. Wajib raper LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan 
fnf>tansi/Lembaga yang bersangkutar. untuk menyampaikan dan meogumumkan 
ham, kekayaanya . . 

13. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran petaxsanaan 
penyelenggaraan LHKPN. 



Kewajiban Penyelenggara Negara untuk manyampaikan LHKPN paling Jambat 2 (dua) 
bulan setelah : 

a. Menduduki [abaran unruk pestama kalinya: 

b. Mengalami promosi atau mutasi; dan 

c. pensiun. 

Pasal4 

a. .A.sli untuk KPK: 

h. Foto copy untuk penyelanggara Negara: 

c Foto Copy untuk Bagian Organisas, Kabupaten; 

d. Foto Copy untuk Pengelo!a LHKPN masing-masing. 
- 

Tanda 1erima penyampaian LHKPN disampaikan kepada. 

Pasal 3 

11) Penyelenggara Negara waj1b menyampaikan LHKPN: 

r2J LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnparkan kepada KPK meialui 

Tim Pengelola LHKPN pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi: 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <libuat sebanyak 4 (empat) rangkap 

untuk disampaikan : 

a. KPK. 

b Bagian Organisasi Kabupaten seJaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten; 

c, Tim LHKPN SKPD ll<!nyeienggara Negara yang bersangkutan; dan 

c. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN. 

(4) Penyelenggara Negara sebaqaimana dimakscd pada ayat (1) ditatapkan lebih lanjut 

dengan Keputusan Bupati 

P .. sa,2 

PENYAMPAIAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

BAB II 

• 



(3) Tim Pengelola LHKPN sebaga,mana dimaksud dalam ayat (1) memp,mya, tugas 
sebagai berikut : 

• 
a. Mengkoordinir dan mangelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di6r.gk~ngao 

Pemerintah Kabupateo Bekasi; 

b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi; 

c. Melaporkan hasi! Pelaksanaan Peogelolaan LHKPN Kepada Bupati metalui 
Sekretaris Oaerah. 

(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimallsud daiam ayat (1) dibanJu oteh 
Sekretariat; 

(5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretaria: sebagaimana dimaksud dalam ayat (i), 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

a. Pengarah. 
b. Penanggung Jawab. 
c. Ketua. 
d. Wakil Ketua. 
e. Sekretaris. 
f. Anggota. 
g. Sekretariat. 

(1) Untuk mengetola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim pengelola LHKPN ; 
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdirl dari 

Pasal 6 

TIM PENGEI.OLA LHKPN 

BAB Ill 

Penyelenggara Nega, .. sebaqarnana dimaksud pada Pasal 4 huruf a. melapooom 
harta kekayaan yang d1m11iki der.gan mengisi formulir LHKPN moee: KPK-A. 

"1 Peoyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 waj]b menyampaikan 
kembali LHKPN yang dim1likinya dengan m;,ngisi formufir LHKPN model KPK-8 
apablla . 
a setama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama· 
b, Menga:ami promosi atau mutasi : dan 
c. Pensiun. 

Pasal 5 



BABVI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Biaya yang d1perlukan bag, kcgiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat i1) terlebih dahulu 

di:akukan pemeriksaan o~eh inspektorat Kabupaten. 

11 l seeeium menjatuhkan sanksa disip!an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 teflebih 

dahulu melalua proses sebagai benkut: 

a Oiberikan teguran secara tertuss sebanyak 3(tiga) kafL dengan masing-masing 

tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan: 

b. Jika sampai teguran ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada 

Penyelenggara Negara tersehut d1berikan sanl<si sesuai ketentuan pe,uooang­ 

undangan. 

BABV 

TATA CARA PENJATUHAN SANKS! 

Pasal9 

Penyelenggra Negara yang tidak menyampa,kan LHKPN sebagaimana ketentuan Pasal 

2, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan Sanksi sesuai ketentuan Perundai,g - undangan yang 

- berlaku. 

BAB IV 

SANKS! 

Pasal8 

• 11 Penge!ola LHKPN c.senap SKPD d•laksanakan oleh Pejabat yang nembidangi 

kepegawaian: 

:'.1 Tugas Penqelola LHKPN sebaga,mana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
mer,gumpulkan da~ mengkoord1ni! LHKPN di masing-masing SKPO/Unit kerja untuk 

selanJ\llnya drsarnpaikan xepaca Tim Pengelola LHKPN Kabupaten. 

Pasal 7 



- 

I 
EN~ ;iASANAH YASIN 

r- BUPATl BEKASl,41 

Oitetapkan di C,karang Pusat 
peda tanggal 6 o;:.;G:rh 2015 

Peraturan Bupau mllla; berlakt. pada tangQal diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahu,nya. memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ir,i 

dengan penempatannya dstam Serita Oaerah Kabupaten Bekasi. 

BAB Vil 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 


